BaAaB IV
HUKUM DAN CONTEMPT OF COURT
4. Con t Of Court dan Hukum Positif

Pada halaman wuka sudan diuraikan tentang pengerti
an contempt of court dan hal-hal yang berhubungan dengan
itu. Namun demikian bila hal itu kita kaitkan dengan pera
turan perundang-undangin di Indonesii perundang- undangan
Yang mengatur tentany hal ifitu. Akin tetapi bila ditelusu-
ri secara jeli dari peraturin perundaing-undangan ying bder
laku, maka di sana akan dijumpai Pasal-pasal dari undang-
undang yang mengatur tenting contempt of court wmisalnya,
UU. No. 2 Tahun 1986, UU. No. 14 Tahun 1985, UU.No.8 Ta-
hun 1981 dan KUHaAP.

Bertitik tolak dari adanya contempt pf court wmaka
para ahli hukum di Indonesii diantara pro dan kontri me-
ngenai perlunyi dibentuk undang-undang tersendiri tentang
contempt of court. Sebab wisalahnyai, cukupkah ketertiban
dalam pereidangan di Pengadilan ditegakkan hanya dengan
kode etik, tanpa memerlukin undang-undang yang mempunyai
daya paksa untuk dipatuhi 2

Menurut Prof, Qemar seno 4Adjie SH, berpendapat per
lu aibentuk undang-undan, tentang conteampt of court, Kaire
na hal ini erat kaitannyi dengan asas kekuasaan Kehakiman
yang bebas dan merupakan bigian dari Peradilan contempt
of court, Jjuga erat kiitannya dengan aisae kebebasan Pers
dalam hudbungannya dengan Peraailan yang tidak mewihak. De
ngan demikian berita-berita Pers tentang jalannya proses
Peradilan hirus dilakukan secara seimbang dan akurat, se-
cara tidak menjurus ke arah Peradilan, Dengan demikian be
rita-berita pers tentang Jjalannya proses Peridilan harus
dilakukan secira seimbang dan akurat, serti tidak menju-
rus ke arah Peraoilan oleh Pers.?

1 Kompas, useminar ientang * vonteapt UL Court ® be
lwi 1da Kesepiakatin, tipl cibentux Panitii Perencanain Pe
niusungn EQ.N0.1§§Z§§ ke 20,20 Maret 1§65,Hal.v,koiom 1.

36




37

balam Pasal 3 ayat ( 1 ) uUndang - undang pokok Pers
disebutkan bahwa pemberitaan tentang jalannya pemerikeaan
Pengadilan, bersilat informasi dan yang berkeraan dengan
seseorang yang bersangkuian dalam satu perkara tetapi be-
lum cdinyatakun oleh Pengadilan dilakukan uengan penuh kKebi
Jaksanaan, terutana mengenali nama dan identitasnya yang
bersangkutan.?2 '

Menurut piewar Sirigar SH, juga didukung oleh Jaksa
dsung 4bdul Hakim Naim $H, berpendapat : Tidak menganggap,
bahwa Undang -~ undang yany w®wengatur secara lengkap tidak
menjamin kukuhnya kewibawaan pengadilan. Kewibawaan le-
bih terletak pada moral dan etik pejabatapejabat yang
bersangkutan dengan proses Peradilan.

Pada achirnya etik, moral sert: kemampuan mengenda=-
likan ciri, lebln menentiukan kewibawaan dalamn kekuasaan Ke
hakiman yang eelama ini telah cukup baik pengasurannya,
ini buxan soal atau tidaknya Undang - undang.’?

Sedangkan ¥roi, Padmo Wwahyono SH. Dberpendapat : Ti-
gak meautup szua sekali kenungkinan dibentuknya Undang-
undang contempt of court, samun untuk wmass sekarang, be-
lun waktunya atau tigak fair lebih dari itu ia mengatakan
sekarang telan lahir Undang-undauyg mabkamah dgung (ull. No.
14/1985 ), UU. Peracilan Umuu ( UU. No. 2/198b ) cdisamping
K.U.,H. a.P. { UU. No. 8/1981 | yang sucah cukup baik, Uisam
ping itu, calam waktu mendatang 1elidn direuncanakan uUndang-
undang lainnya yang bertujuan meletakkan ke rangka casar
bagi jaminan kekudsadn Kehakiman yang merdeka, seperti di
inginkan U.U.b. 1945. fidak falr, jika Kita sudah pagi-pa=-
81 melihat Unuang - undang yang ada dan akan diben
tuk itu ticak menjamin dari pada kewibaaw Pengadilan

2 ¥y. M.L. Gandni SH, Undang-undang Pokok Pers Pro-
Bes re.beRlusan daa seajela ahnyy, Kals Pengantar pror.Pad
mo Wahyond in, Yenerovit Cv, kajawali, Jakarta,1985,hal. 190

3 xompae, Loc. Cit. kolom 3.
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hingga perlu segera dibentuk Undang-undang contempt of
court.4

Dengan lahir Undang-undang tersebut dimaksudkin a=-
kan mengatur tata cara penindakin terhadap mereka yang
merendahkain martabat Peradilan itu haruz tetap berdasar -
pada Undang-undang yang suda ada.? Hal ini sesuai dengan
8ifat Unding-undang itu sendiri yang bersifat memaksa dan
dan Hakim harus menjadikainnya sebigali dasar setiip putu-
san.

Bertitik tolak dari adanya lde perlunya dibentuk
Unaing-unaang tentany contempt of court ini, tidak bisa
lepas dari kasus jdvokat kenamaan 4dnan Buyung Nasution -
SH, yang waktu itu dituduh wenurunkan martabat lembaga
Peradilan, dalam membela kilennya H.K. Dharsono terpidana
divonis majlis Hakim 10 tahun penjara ( Tempo,18 Januari
1985 ) dalam perkara subverei di Pengadilan Negeri Jakare
ta Pusat,

LDalam ketegori coantempt of court oleh idnan Buyung
Nasuticn oSH, karena dia telah mengeluarkan ucapan dan me=
nunjukkan sikap serta melikukan perbuitan yang merendah -
kan, merongrong kewibawain, martaibat dan kehormatan badan
Peracilan dalam sidang Pengiadilan Negeri Jakarta Pusat
yang mengadill terdakwa H.R. Dharsono.6

Dalam pada itu kasus yang lain, yang juga dapat di
masukkan ke dalam masalih contempt of court menurut Ketua
Mahkamah jgung, 4li Said SH, yang merupakan penghinaan

41 v4d, hal. V, kolom 4.

5 Jawa Pos, §aatig£% Tak Periu gdg RUU gontemg of
Court, Tahun AAXVIII, No. ’ ’ . «iI,kolom 2
6 Suara Karya, ang B : '

glatan 1 Tabun, No. 495
om
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terhadap badain Peradilan ialah pelemparin sepatu oleh Kyo
nya Berinitial ML, Aw 1 Agustus 1987 kepada Hakim yang
berinitial AR, darl Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan
Juga Hakim tersebut di dakwa menerima uang Rb 2,5 Juta da
ri yang diminta Rp 5 Juta, kareni putusan yang dijatuhkan
Hakim AR, kepada terdakwa Ny. yang menipunya ialah 10 bue
lan dan ini dirasakan Ny. ML. terlalu ringan dibanding de
ngan tuntutan Jaksa, 32 bulan sementari ancaman maksimal
untuk menipu menurut Pasal 378 KUHAP adalah 4 bulan terha
dap tindakan Ny. ML. ini Hakia AR diam dan tidak enosi,
Ia langsung mengadukan kepada ataisannya. Dan esoknya Men-
teri Kehakiman memerintaihkan Irjen mengngani persoalan 1
ni.7

Demikian juga menurut Ketua 'Pengicilan Negeri Sura-
baya, Sukirno SH, dalam sidang perkara terdakwa yang
berinitial Mo, dalam perkari pemalsuin tanda tangan Po
lisi asuransi milik istrinya, dengain Hakim Mutojo 3H,
dalam ruang sidang, terdakwa Mas, berteriak bahwa ia me
nyerahkan vang Rp.5 juta, dari pada 10 juta yang dimin
ta Hakim. Pada Sukirno SH, dapat dimasukkan ke dalam
contempt of court ( penghinaan terhadap Pengadilan)dan
Pidana, Dalam hal ini Hakim Mutojo sH, juga akan menga
dukan MS. ke Polisi secara terpisah dengan  pengaduan
gonte:pt of court., Dia menyerang nama baik saya. Ini

itnah.8

Dari uraian tersebut di atas dapat memberi penger-
tian bahwa tindikan yang mengganggu Jjilannya persidangan
dilakukan oleh Penasehat hukum din terdikwa serta  fihak
berperkari. Hal ini tidak menutup suatu kemungkinain dila-
kukan oleh Polisi, Jaksa din wartawa serta Hakia,

Akan tetapi bagi mereka yang melakukan tindakain -
Yang berupa perbuatan, tingkah laku baik secira langsung

7 Surabaya Pos,
Sepatu, Tahun XXXV, No.

N dang Mo Diwarnai Contempt Of -
Court, Tahun }.LXV. No. ’ . » o103 -
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maupun melalui media massa, yang dapat digolongkan kepada
contenpt of court, belum ada sanksi yang ditetapkan de-
ngan berdasar kepada Undang~undang terteatu. Namun hal
ini dikenakan sanksi tindakan idministrasif oleh lembaga
Peradilan secari hirarkhis, in cisu Menteri Kehahiman se-
telah mendengir pendapat dan usul dari Ketua Mahkamah
Agung, serta Ikatan Advokat Indonesia ( IKADIN ).

Yang secara praktie dikenakin terhacap advokat kena
maan Adnan Buyung Nasution SH, dalam pembelaan terpida
na perkara subversi H.k.lbharsono di Pengadilan Negeri
Jakarta Fusat, dengan tindakin berupa pemberhentian se
mentara berupa larangan melakukan pemberian nasehat,

bantuan atau jasa hukum disemuia Pengadilan selama 1 ta
hun, terhitung sejak 11 Mei 1987.9

Adapun pida sisl yang lain, sikap dan perbuatan Ad-
nan Buyung Nasution 5H, itu dipersoalkan oleh Hakim Ke
tua Soedijono SH, akhirnya Pengadilan Negerli Jakarta
Pusat menjatuhkan putusan administratif berupa  usaha
kepada Menteri Kehakiman agar Buyung di skors dari sta
tuanya sebagal advokat dengan mencabut igin praktek -
nya. 10

Adapun sanksi terhadap terdakwa atau fihak berper-
kara yang lain, seperti contoh yang dikemukakan di atas,
yang dapat digolongkan ke dalam contempt of court Dbelum
ada hukun secara pasti karena halini wasih dajam proses

penyelesaian oleh badan yang berwenang.

Dari paparan di atas dapat ditarik kesiapulan bah-
wa hukuman terhadap tindakan contempt of court sangat ter
gantung pada kebijaksamaan Pimpinan Pusat: baik dalam ai-
liu atau lingkungan Peradilan maupun organisasi p;otcai.

Jadl kesalahan terletak diprofesi wartawan, harus diadili
lewat TWI, jika dokter bisa liewat ID1 dan advokat lewat
IKADIK,

9 Suara karya, Lge, Cit.
10 Surabaya Pos, preiog buyung Linjlai Berganda,
Tahun XXxAV, Bo, 75, 16 Me 87, s kolom
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Berpijak dari contempt ol court ini bila dikaitkan
hukun positif maka ada Pasal-pasal dalam Undang - undang
yang mengatur secara terpencar-pencar.

Untuk lebih jelasnya disebutkin sebagal berikut :

Dalam UU. No. 8 Tahun 1981 Pasal 217 menyebutkan 3

1. Hakim Ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara
tata tertib di persidangan.

2. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Hakim Ketua si-
dang untuk memelihara tata tertib dipersidangan wajid
dilaksakan dengan segala dan cermat.

Dalam Pasal 218 menyebutkan

1. Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hor
wmat kepada Fengadilaa.

2. Siapapun yang disidang Pengadilan bersikap tidak sesu-
ai dengan martabat Pengadilan dan tidak mentaati tata
tertib setelah mendapat peringatan dari Hakim Ketua si
dang, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan -
dari ruang sidang.

3. Lalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) bereifat suatu tindak Pidana tidak me-
ngurangl kenungkinan dilakukan penuntutan terhadap pe-
lakunya.t1 :

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal ini menyebutkan
tugas Pengadilan luhur sifatnya, oleh karena tidak hanya
bertanggung jawadb kepada hukum, sesama manusia dan diri-
pya, tetapi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya se
tiap orang wajib menghormati martabat lembaga ini, khusus
nya bagi mereki yang berada diruang eidang se waktu persi
dangan sedang berlangsuny bersikap hormat szecara wajar
dan sopan serta tingkah laku yang tidak menyebabkan kega-

guhan dan terhalangnya persidangan.

Dalam pada itu UU, No. 2 Tahun 1986 Pasal 20 ayat
(1) menyebutkan 3
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1. Ketua, wakil ketua dan Hakim Pengadilan diberhentikan
tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan

a. bi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana ke
Jabatan;

b. Melakukan pervuatan tercela;

¢. Terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalan -
kan tugas pekerjaannya;

d. Melanggar larangan dimaksudkan Pasal 18.

Dalan Bal ini yang perlu ditekankan adalah sub b ,
yaitu ; Melakukan perbuatan tercela. Menurut penjelasan
nyi, yYang uimaksud dengan melakukan perbuatan tercela ia-
lah apabila Hakim yang bersangkutan karema, sikap, perbu-
atan dan tindakannya baik di dalam maupun c¢iluar Penga -
dilan merendahkan martabat Hakim.

Ketentuan dalam Pasal ini juga diuiang, dengan pe-
ngertia n dan maksuu yang Sama. faitu UU. No.14/1985 Pa-
gal 12 ayat ( 1 ) sub b dan penjelaeannya.

Ungliapan yang Jjelas mengenal contempt of Court ini
bisa dipetix dari penjelasan waun UU, Ko.14/1985 dalam
butir 4 alinea 3, selanjuilmya untuk dapat lebih menja min
terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagl penyelengga-
raan Yeradilan guna uwenegakkan hukum dan keadilan berdasar
kan Pancasila, maka perlu pula dibuat suatu Undang-undang
yang mengatur peanindakan jerbacap perbuatan, timgkah laku
sikép dan atau ucapan yaug dapat werendankan dan merong -
rong kewliodawaan, martavat dan Kehormatan badan Peradilan
yaung oikenal sevagal " (ontempt Of Court *,

Dengan meaperhatikan secara cermat terhadap keten-~
tuan~-ketentuan yang tercauatusm dalam Undang-undang terse -
but maka Jjeiaslah bagi kita, bahwa contempt of court 4itu
dapat dilibatkan/dilakukan oleh para lihak yang berperkae-
ra di Pengadilan.

Dan hukuman yang harus diterapkan bagli para pelaku
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‘nya, tentunya harus berkacamat: pada kUnP.sesual dengan
petunjuk UU, No. & Tahun 1981 Pasal 218 ayat (3).

,. Berkaitan dengan hal di atas, penulis temukan bebe
rapa Fasal yang terdapat dalam kitad Undang-undang QPukum
Pidana sebagai berikut 3

Pasal 207 : _
Barang siapa dengan sengaji dimuka umun dengan 1i-
gan atau tulisan menghina suatu pengauasa atau dba-
dan umum yang ada di Indonesia, diancam dengamn Pi-
dana penjara paling lama satu tahun enam bulan a-
tiu denda paling banyak tiga ratus rupiah,

Fasal 210 ayat (1). LUiancam dengan Pidana penjara
paling lama tujuh tahun :
Ke - 1 : Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu ke
pada seorang Hakim, dengan maksuc untuk mempenga
Suhi putusan tentang perkari yanyg diserahkan ke-
padabya untuk diadili,?2

Pasal 217 :

Barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam #idaing Pe-
ngadilan atau diteupit dimana seorang pejabat sedang
menjalankan tugaenya yiang syah dimuka unum, dan ti-
dak pergli 2esudah diperintih €leh atau atas nima pe=
nguasa yang wenang, dliancam dengan Pidana penjara pa
ling lama tiga minggu atau denda paling banyik sera-
tus auy puluh rupiah.13

Pasal 310 ayat (1) :

Barang siapa Bengaja menyerang kehormatan atau nama
baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang mak -
éudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam
karena pencemaran, dengin Pidana penjara paling lama
senbilan bulan atlau dénda paling banyak tiga ratus -
rupiah. 14

7 pun .
han, krof. Moeljatno GH, Ce'
151 v 4 ¢, nad, 92.
41 v 44, hal. 117,
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Pasal 503. Diancam dengan kurungan paling lama $i-
g3 hari atau denda paling banyak lima belas rupiah 3

Ke - 2 3 Barang siapa membikin kegaduhan di dikkat bangunan
untuk menjalinkan ibadat yang dibolehkan atau un
tuk sidang Pengadilan, di waktu ada ibadat atau
sidang.15

Dengan memperhatikan macam-macam hukuman yang ter-
dapat dalam A.U,H.P. tersebut di atas, menurut hemat penu
1is dapat diterapkan bagi para pelaku contempt of court,
Jika dihubungkan dengan kasus contempt of court di FPenga-
¢ilan, Akan tetapl hukwnar tersebut belus di terapkanya,
karena masih cenderung diteéerapkan hukuzan terhadap pelang
garan kode etik dari organisasi profesi terseout.

Sedangkan Vewan Kehormatan ( DX ) DPC Ikadin Jakar
ta 21 Juli 1986 mengeluarkan putusan dengan memberl peri-
ngatan keras kepada Buyung yang terbunti bertindak tidak
sesu:l dengan kode etik (IKaDIN).

Merasa tidak puae atas putusan tersebut Buyung Na-
sution banding ke LK Ikadin Pueat, tapi 1K PP lkadin se-
telah mendengar buyung Masution tetap menguatkan putusan
Dewan Kehormatan Ikadin Jakarta tertanggal 21 Juli 1986,
- sehingga dia tetap mendapatl peringatan keras karena ter -
bukti melanggar kode etik Ikadin,16

¥ Selain sikap Buyung tidak terpuji, i1 melinggar
hukun acara Y.17 Sesual dengan Pasal 217 sampal 219 KUHAP
yang telah tersebut di atas, '

Dari uraian jJjelas tergambar adanya hukuman ganda -
terhadap Buyuny Nasution Si, yaivu skorzing dari Menterl

151 b31d, bal. 164,
16 Surabaya Pos, Qp, Cit, hal.Ili, kolom 7.

7 2empc, Si¢ang supermarket, §o. 2 Tahun AVI,Maret
1986, hal. 67.
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Kehakiman dan peringhtan keras dari Dewan Kehoruwatan Ika-~
ain. Van kedua hukuman 1tu berdiri sendiri. Hukuman yang
dijatunkan oleh Dewan xehormatan Ikadin merupakan pelang-
garan kode etik, sedangkan hukuman yang dijatuhkan oleh
Mahkamah agung melalui Menteri Kehakiman merupakan huku-
man terhadap tehnik yudisial.

B. t t Of wr equrut uik um

Kiranya semua fihak telah sepakat, bahwa Pemgadi
lan adalah lembaga yang harue diormati. Tidak boleh  di
rongrong atau dihina semua fohax dan mereka harus sama-sa
ma berpegang teguh paca kode etik. Hal ini baik menurut
hukwa Islam maupun hukum positif di Pengadilan ditegakgkan
hanya kude etik tanpa meamerjukan Undang-undang yang meapu
nyail caya paksa untux dipatuni atau nash-nash yang tegas
yang bisa dijadikan dasar Hakim dalam menutuskan perkara.

Tanpa Peradilan tentunya orang tidak bisa menentu-
kan perkara atau perecalan yang sifatnya keriminilitas,
Karena dengan Peradilan itu dilindungi jiwa, harta dan
kehormatan. 4pabila Peradilan tidak terdapat dalam suatu
wasyarakat, maka masyarakat itu akan menjadi  masyiarakat
yang kacau balau,18

Sejalan dengan ramdi-ranainya aasakan conteapt of
court di Indonesia, penulic memdandding perlu untux nmenyi-
mak dari kajian hukua Peracilan Islaw. nal ini harus dili
hat dari segi pengangkatan aan pemecatan Hakdm, yang eeka
ligus termasux tugar Gan kewajibanaya wvelaku penegar hu-
kwa dan keadilan. 4tau secara keseluruhan bagi para fihak
yan; berperkara di Pengadilan.

Sebagaimana kita ketahui dalaxw praktek baik di ma-
sa Nabi Muhaumad SA%¥. pari khulafaur Rasylain dan sesudah
nya, bahwa pengangkatan Hakim itu dilakukau oleh Kepala

ia’ﬂuhammad £alam Madkur, él-godlo'u Fil %slam. A=
1ih bahasa ivre. Imron a1. Cet. Kedua. PT. a u, Sura
baya, 1982, hal. 63.
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Negara sendiri atau pejabat yang ditunjuk untuk itu (yang
berwenang).

Lengan perkataan lain bagaimana pun keadaannya,maka
sesungguhnya yang menjadi kemestian adalah, bahwa ha-
kim itu harus diangkat oleh Fenguasa Pemerinthan atau
wakilnya, maka Seorang Hakim tidak boleh mengangkat di
rinya sendiri dan tidak boleh Jjuga mengangkat orang
lain menjadi Hakim, karena sesungguhnya seandainya se-
lurubh penduduk negerli Dberkuapul lalu memilih seseo-
rang untuk diangkat sebagal Hakim maka tidaklah orang
tersebut menjadi Hakim.19

Dengan memperhatikan pengangkatan Hakim oleh Nabi

Muhammad S54W, dan oleh para Kholifah selaku pemegang Jjaba
tan Kepala Negara memberi isyarat bahwa kedudukan Hakim
adalah kedudukan yang terhormat. Mewakili figur orang
yang mengangkatnya untuk memeriksa mengadili dan menjelas
kan perkara yang sebenirnya adalah wewenang orang yang me
" ngangkatnya.

Dan kata Imam Ghozali : ® MenjJadi Hakim itu 1lebih
utama darl pada perang Sabilillah %, Ketinggian nilai itu
karena adanya fungsi Hakim dibutuhkan sekali untuk kepen-
tingan agana; masyarakat dan negara. Kalau tidak ada Ha-
kim, kacaulah negara dan masyarakat.

Dan ketinggian derajat Hakim itu karena mengingat
pula bahwa tugas Hakim itu amat berat dan banyak sekalli
kekhawatirannya dan kesulitannya, dimana dia harus mem -
pertanggung jawabkan segala tindakannya kepada masyarakat
negara dan Tuhan,20

Karena kedudukannya yang tinggli dan terhormat itu -
lah, beberapa syarat harus dipenuhi oleh Beorang yang a-

19 Muhammad salam Madkur, Qp, Cit, hal. 63.

20 H, Moh. Anuar, Figih 1slau, Hul
: ; ,'iu & J L Hucuwn bFerdata & ridan ; ~
serta i i ; nucunnyi, Cet, rertama, Penerbit Pl.
Al—éﬁa aru, Bandunx. 1979, hal., 206.
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kan memangku jabatan Hakim. Dalawm ¥iqih l1slam, syarat yang
harus dimiliki oleh seorang Hakim telah diatur separa te-
rinct,

Adapun syarat-syarat itu antara lain :

1. Lelaki yang merdeka

2. Berakal ( mempunyal kecerdasan )

3. Beragama Islam

4. Adil

5. Mengetahul segala pokok - pokok hukum dan cabangnya
6. Sejahtera pengedgaran, pemglihatan dan tidak bisu,21

Yang kesimpulannya Hakim harus sehat jasmani dan
rokhani, luas dan dalam ilmunya, bahkan idealnya harue se
orang mujtahid,.

Ketentuan syarat-syrat di atas dimsksudkan agar Ha
kim selaku pengemban tugas dan kewajiban serta bertang -
gung jawab atas tegaknya hukwa, keadilan dan kebenaran di
bumi ini, harus benar-benar memiliki akhlagq mulia.

Berkaitan dengan ini Umar bin Abdil iziz dalam me-
ngaingkat Hakim dengan mengutamakan sifat-sifat yang 1lima
ini

Pertama 3 Sempurna ilmunya tentang masalah- maisalah
(peristiwa-perietiwa) yang telah terjadi

Kedua $ Suci atau bersih Jjiwanyi dari thama' (ra-
kus serakah kepada harta);

Ketiga s Mempunyai sifut tenang, tidak mencari ke
sempatan membalas sakit hati;

Keempat : Meniru membalas pemimpin-pemimpin agama
yang terkenal;

Kelima ¢ Suka berunding dan berembuk dalam mengha-
dapi perkarieperkara yang diputuskan, de-
ngan ahli ilmu dan berakal.22

Dari hal di atas dapat dirangkumkan bahwa Hakim ha
rus menguasal hukum formil waiupun hukuz materiil. Di sam-

21 ,pu Ya'la il-Farra', al-ikhkamus § h,
H“Gut& Al-Baby Hahb’. H.‘n, Py ° .

22 prof. T.M. Hasbi ashespiddigy, sedaran P§§%u1 o
lan Islam,Cet.I11,Penerbit Bulan Bintang,Jakarta, ,bal. 18
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ping itu la harus berbuci luhur serta berkelakuan  tidak
tercela. Begitu pula dapit mengendilikan diri dari emosi
serta bebas dari segala perausuhan. Yang pada pokoknya Ha
ki» dalam menjalankan tugas harus di dasari taqwa kepada
Allah Sw1.

Yans; pada intinya seorang Hakim juga terikat de-
ngan beberipa kode etik. ld harus punya muru'ah, aenjaga
harga diri. Selain dilaranyg @enerima suap, Hakim juga di
larang menerima hadiah dari orang yang tidak biasa membe-
ri hadian kepadanya. Jangankan menerimi 8uip dan bhadiah,
melakukan jual beld l:ingauny saja sebailkaya tidak dilakue
kan, untuk menghindari suap terselubung.

Untuk itu ada hadits Nabi Saw. sebagai sugesti dan
intimidasl kepada pejabat Peridilan sebagal berikut :

PR PR N LIRS R P DS NP U N SR
QP ARE R TSR I NPAR I ARG I WIS PR PIPAR
Jms S0 2522 w520 3502 5 A 5 Yy i

(29%9501 o1y, ) JCN 3 g Jer Jo Lol 5a3

Artinyas " Dari Ibnu suraidan dari ayahnya dari Nabi 8av.
bersibda ; Pari Hakim itu dikatagorikan menjadi
tiga golongan. Situ golongan di surga dan dua
#olongan di neraka. jidapun yang di surga 1ialah
seorang Hakim yang mengetahui akan kebemaran la
lu ia memberi keputusan berdasarkan kebenaran
itu., Seoranyg Hakim yang mengetahui akan kebena-
ran lalu ia curaing dalam mengambvil keputusan,ma
kan ia disempatkan 4i neriaka. Dan seoring Hakim
yang memberikan keputusan kepada manusia berda-
sarkan kebodohannya maka 12 masuk neraka".(H.R.
abu Daud).23

2 Abu Daud, Sunan sbu Lsud,Juz II1I,al-Baby al-Ha-
laby,Mesir, 1952, hal, .
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Memang betul seorang Hakim dapat menikmati surga
apabila Hakim itu mengetahul hak dan kewajiban seseorang
kemudian dilaksanakannya sesuil dengan ketentuain 4Al-Qur -
an. Kenudian apabila Hakim uengetahui hak dan kewajiban
seseorang menurut jl-Qur-an dan Hadits Nabi ( ketentuan -
4llah ) tapi dia menghukum tidak melaksanakan sesuai de-
ngan ketentuan yang dikehendakl oleh jl-QJur-an,il- Hadits
teresebut, maka berarti dia tidak mempergunakan jalan yang
lurus,

Dari interpresiadsi hauits tersebut ai atas dapat
difahamkan, bil4a Hakim itu menyeleweng, atau tidak adil,
tentu kavaulah misyarakat. Maka oleh kirena itu Nabi Mu-
hammad 5AW telah bersabda

(2512521 0ln) Ui bt 42 922 Ll Lulold Jar i

Artinya :® Barang siapa diangkat menjadi Hakim, berarti
dia telah dibunuh dengan senjata selain pisau/
sikkin @, 24

Sabda Nabli ini merupakan kata-kata sindiriin (kia-
gan) yang menggambarkan tentang beratnya tugas Hakim dan
kesulitan yang dihadapinya.

Dan perlu dimakluni juga, bahwi Hakim adalah manu-
eia yang kadang-kdang lepas dari kontrol sekalipun sudah
dibatasi dengan pelbagail peraturan, sehingga dalam menja-
lankan tugas dan kewajibannya tidak menutup suitu kenung-
kinan dapat berbuat tingkah laku sikap dan/ucapan yang
dapat merendahkan dan merongrong kewibiwaan, martabat dan
kehormatan badan Peradilan.

Dalam masalah-magalah Hakim yang dianggap contempt
of court ini ada satu riwayat, dbahwi Ali bin ibi Tholib -
telah mengangkat sbul 4swad ( sebagai qodli ', keuudian -

24 1 b4 d, hal. 299.



50

aibecat 1lzlu abul i8wid bertanya : HMengapa aku engkau pe
cat paaahal aku tidak berkhianat din tidak melakukan tin-
dakan kesalahian 7 Ali menjawad gesungguhnya aku melihat
kamu tinggi ucapan mu terhadap fihak-fihak Yang Dberperka
ra. ban kareni penguasa berhak memecat pejibat-pejabat ba
wahannya, maka termasuk juga pada qoahi®?

Rupanya tindakan abi bin abi Thalib terhadap Abu
Aswad ini bila cihubungkan aengan proses peaeriksian per-
kara di Pengadilan juga dibenarkan menurut hukum acara
Ielam, Karena hil itu sangat bertentangan deagan adadb so-
pan santun di persidangan.

Untuk itu, apabila Hakim duduk mengadili fihak-fi-
hak yang bersengketa, maka ii haruslah bersikap tidak me-
aihak, tidak ada yang menjadi perhatiinnya. Selain meme -
rikesa perkara itu dan jika keadaannya berubah sebab ma-
rah, susah, gembira dan berlebin-levihan, sakit atau bo-
Ban, lapar atau kantuk, maka berdirilah ( timggalkan 1lah
Majlis persidangan ) sampail keadaan normal kembali, kemu-
dian baru melanjutkan siaang. 26

Selain dengan ini, ada 8atu riwayat bahwa Nabi SAW
bersabda

ok ds dde 0 Lo a0t Jgns ) e o115 b 3 P
L Olas s IO Uk 0 s o

Artinya :" Dari aibi Bakroh berkata : Sesungguhnya saya te
lah mendengar Hasulullah Jiw. bersabdas Seorang
Hakim tidak boleh memutuskan persengketaan di-
antara dua orang dalam keadaan mara%.(H.R,Mus-
lim)

5 Muhamad Salam Madskur, Op. Cit, hal. 63,
26 7 b i d, hal. 65.

21 Shahih Mualis, 41-Juz-u Tsainl, PT.al-Ma'arif,
Bandung, hal. .
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Dari hadits di atac, para fuqoha' menganalogikan de
ngan keadaan marah iaian segala keadaan yang dapat mempe -
ngaruni keterangan berfikir, seperti keadaan sangat lapar,
sangat haus, wmengantuk sekali, sakit dan segala keadaan
yang dapat mengganggu ketentraman juga Jiwa dan hati,seper
t1 situasi keluarga yaug kacau balau, baru mendapat musi-
bah dan sebagainya.28

Jadi kesimpulannya, dalam perbsdangan ia harus me-
mandang Sama kepada oraug Ydang berperkara, harus sopan da-
lam berbicara, lemah lembut. Kalaupun harus bicara keras,
‘kerasnya tidak menyebabkan orang yang berperkara takut me-
ngenukakan pendapatnya. Nada suaranya lunak, tetapi lunak
yang tidak menyebabkan dihina atau disepelekan orang. Dan
Hakim ticdak boleh mengadili dalam ruang yang terlalu pa-
nas atau terlalu'dinain. Yang pada pokoknya segala eesua-
tu yang dapat membawa Haxim tidak dapat berfikir secara
Jernin.

Oleh sebabd itulah layak kalau pengangkatannya e&e -
cara langsung oleh Kepala Negara. Demikian pula fasilitas
ya ng diberikun kepadanya ( pangkat, gaji dan tunjangan Ha
kio ) telah diatur dalam Undang-undang.

Maka tidaklah berlebih-lebihan bila kita katakan ,
bahwa Hakim adalanh orang kepercaya4n yang mewakill  figur
Xepala Negara dalam melaksanakan tugas msmberikan kebena-
ran dan keadilan dengan seadil-adilnya kepada@ rakyat.

untus itu dalaw pengangkatannya harus dilakukan se-
selectif wmungkin, oraignya harue benar-benar patut untuk
wenjadi Hakim sebagaimana yang telah ditunjuk eleh Hadits
Nabi S4w : yaitu dalam lampiran berikut ini.

% Drs. Patchur Rahwman, Hacite-hadits Temtang Pera
dilan 4gama, Bulan Bintang, Jakaria, s Ral. 139,
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Artinya 3" Barang siapa mengangkat seseorang untuk mendu-
duki suitu jJabatan padahal ia taha orang lain
yang lebih patut untuk menduduki jabatan itu ,
berarti i1a khianat kepada allab dan Rasul-NHya".

Lalas hal beracara di Pengacilin, maka wasing - @a
sing fihak harus umemperhaitikan hak dan kewajiban sebagal
orang yang berperan dan perperkara di Pemgadilan, setiap
inaividu dalam Islam lebih dituntut Galaim meliksanakan ke
wajibannya sebelun menuntut haknya dan akan diwintal per
tanggung Jawaban setiap apa yang dilakukannya. Sebagai pe
Jabat Pewerintin, ia berkewajibin mewmberikin kezej:htera-
an dan keadllan kepada rakyatnya. Penciri keadilan sebagai
rakyat berkewajiban taat kepadi Hakim sebagal Pemerintah,
Keidilan yang ciberikan Pemerintah kepada rakyatnya dan
Ketaatan rakyat kepada lemerintah adalah dalam rangka ta-~
at kepaca allah. Sebagai sabda Nabi SAW. dibawah ini

[ 7 s . s
\gjfsaflo\gyuacA~X\Jyzp.kzﬁ v;Lﬁg;\Jtﬁ ‘*”%\tgaxJ“LBJ#Pu;XLf
( thﬁ_\ D\&/ ) 3L49J-;3 \5\)‘&;\ SRS C)‘“ﬁ g\g&“‘o‘i\)}.\e
Artinya :* Barang siapa taat kepida ku sungguh telah taat
kepada Allah dan barang siapa makeiat kepada

ku, maka berarti i1a telah maksiat kepada illah

barang siapa taat kepada Pemimpin berarti ia

telah taat kepada ku dan barang siapa maksiat

kepada Pemimpin maka berarti maksiat pada Ku",
H.K, Bukhori).

29 At-Sayid Al-Imam Muhammacd bin Ismail Al-Kahlani
Subulus_Salam,Juz 1II,Penerbit Singapura,1172 H,hai. 117.

30 Imam Bukhori, ghohih gukhori,Jus I«,Jilid III,
Asy-Syibati, tt, hal. 77.
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Jadi kesiapulan hadits tersebut ialah oring berkewa
Jiban untuk Taat dan hormat kepada pejabat yany diangkat
Oleh Pesicrintai, siapdapuu vrangnya yang Siemgkat untuk men
cducuki Jabatan itu. Uniux itu Nabi KHubhammac Saw. mengingat
kan kepaca kita

J}i#‘ﬁ@&ul}*@ A_,\H_j\},w‘_) e s Mg B\]_c‘b‘;{uc
2o bl o S Ll 3 sl Dl L el
(et olg, ) WL (52 aslanlal L s i Sla o Ola)

Artinya :* bari 4bi Bakron berkavi : Say3: telah mendengar
Rasulullah 34w. Dersabda : Barang siapa yang
memulyakan Peaerintahan gilah 84 dunia, nisca-
Y2 4llah akan mewulyakannya nantl pada hart
qiyamat da Dirang siapa yang wmew benciny 1 didu
nii niscaya illah akan wembencinya c¢i harg qi-
yamat =,

dgasa juga menyuruh untuik tait dan hormat pida pe~
sereintah din aparatnya dan menghina Hakim dan Pengacilan
adalal perbuatan yang sangais tidak bemoral apalagi mela
kuikan perbudtan yang sifataya menghambat Jalannyi Pengadi
lan.

Menghina Haxim can Pengadilan belum pernah terca-
tat calau sejarin Feradilan Islas, sexalipun kebebasan me
NEgRUKAKAN PENOGAPAT WEXUD4d-an ciri khas kemerdekaan prida
Gl ceLeLralyg Gilaw masydaldrat 1elaw. Kalau sekarang diang
gap belum ada, gejalanys mulai tampax timbul. Sebenar nya
kevidax adilan cqari MHakics dan penghinaan kep adanya
i Pengadilan apalagi werintanei di Pengadilan tidak akan

31 smac bin Hanbal, Musnad Imam #aﬂ bin  Hanbal
Jilid V. Da.l‘llﬁ 531&‘»3. Bdll'll‘-, ? ade
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terjacdi apabila setiap individu memiliki akhlaqul karimah
Hakim yangy menjaga muru'ah dan berpegang kepada kode etik
tidak perlu dilindumyi dengan Undang - undang contempt -
of court. Namun nyatanya menciptakan ketertibin dalam per
sidangan di Pengadilan tidak cukup dengan kode etik.

Baru pada abad keuua Hijriyah, dalam sejarah Peradi
lan Islam telah dikenal acanya lembaga " Jilwaz dan
A'waan yang bertugas menjaga keamanan dan ketentraman
( ketertiban ) d¢alam sidang Pengacilan, memanggil f£i-
hak - fihak yang berperkara dan menegur orang - orang
yang perlu ditegur.32

Berkaitan dengan ini, mabl SAW. telan memperguni -
kau Qoie bin Sa'ad menjadi pengawal Pengadilan sebagal pe
tugas keawanan ui eidan Pengadilan.33

Walaupun Nabi SaW. mengangkal 4ois ®in Sa'ad seba-
gal petugas keamanan di sidang Fengidilan dan pada perkeam
bangan berikutnya dilembagakan menjaci ; Jilwaz dan A'wan
dengan tugat yang sawa, hamun hal itu dimaksudkan  hanya
bersifat untuk menjaga adanyu kemungkinaisn ~ Xemungkinan
yang terjadi terhbadip peradllan Ielaam, balk berupa perbu-
atan, tingkah laku, sikap dan / atau ucapan yang dapat
werendahkan dan merongrong kewibawiin, asrtavat dan kehor
matan badan Peracdilan, yang dikenal sebagai contempt -of
court. akan tetapi hal di atas belun pernih terjadi terha
dap Peradilan lslam. Yang wenjadi masalah sekarang, bagad
mana kalau hal itu terjadi terhadap Peradilan ¢ Padahal
tidakx ada nash yang tegas yang menunjuk untuk itu, sedang
kan hal tersebut terjaci paai misi Bekarang.

Dari sini perlu dilibatkan semua fihak bertanggung
Jawab atas tegaknya hukum dan keadilan, sehingga setiap

32 prof.T.M. Hasbi Ash-shiddiqy, Op.Cit, hal. 52.
35 p b id, hal. 46.
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perkara yang diajukan ke Pengadilan pasti terselesaikan.
Lalam hal ini Pasal 14 ayat ( 1 ) U.U. No. 14/1970 menye-
butkan :

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan
mengaaili sesuatu perkari ying diajukan dengan  dalih
bahwa hukum ticak/kurang Jjelas, melainkan wajid untuk
memerikea din mengadilinya.’4

Berhubung contempt of court itu patut dikenakan hu-
kuman akan tetapi tiada hukumain tertulis, maka hal itu
dapat digolongkan Bepada hukuman yang cikuarcakan. Huku
man serwpa ini oleh ahli - ahli figih dinamakan Ta'zir,

Lan lslam mensyari*atkan ia'zir sebagai tindakan e-
dukatif terkadap oring -orang yang berbuit mikciat a-
tau orang - orang yang keluar dari tataman peratu -
ran,3%

agar mendapat gambaran yang Jelas tentang pengertian
ta'zir, maka perlu dikenikan batisan - batisin ta'zir
itu sendiri, menurut pengertian hukum syari'at ta'eir
berarti pengiajaran atiu tihdid terhadap kesilihan yang
tidak mempunyai ketentuan hukum haa, 36

Menurut Ar-Rabman, ta'gir acalah pengafaran selain
dari pada hukuman had, yakni hukumin yang mendekati ka
dar hukumar had dan menurut hukum syari'at kekuatan da
111 tersebut tidaklah dikhususkan dengan { hukuman )
peaukulan, tetapi dapat dilikukain dengin pukular atau
aengan penamparan atau dengan menyentil telinga atau

5 sayid syabig. Loc, Cit.

36 pr. Haliman SH %nkm gm§% Syari'at %slam ;o—
ﬁgfgt a%l; Supnan, Penerﬁi ulan ang, Jakarta, ¢
a - L J
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dengan perkataan yang keras, tergantung kepada pandangan
Hakim, 37

Menurut prof., Dr. Macmud Syalthut, fa'zir acalan
fuatu cara memberikan kekuasaan ( wenguasakan ) kepada Ha .
kim untuk menentukan hukuman calam beberapa macam kejaha
tan menurut yang dipandangnya cukup untuk menimbulkan Ke=-
sadaran dan supaya orang yang mengerjakan kajahatan itu
wengjadi jera.38

Sedangkan Imam Malik, bahwa seorang pelaku tindak.
Pidana yang bukan berkaitan dengan jiwa maausia secara se
ngaja, harus dijerankan baik jeranan icu sebagail gishosh
( balasan ) atau tidak sebagali gishosh karena menghindari
qishosh, karena dimaatkan atau perdamaian.

Namun begitu dalam penjeransn ini perlu diperhati-
kan, bahwa penjerahan ini berbeuca-beda menurut perbedaan
keadaan/situasi, yaitu orang yang digisnosh harus dijerah,
dengan sanksl yang sesuai ukurannya seperti pembalasan.
Dan orang yang tidax digishosh ia dijera dengan sangat -
yang dapat membuatnya tidak lagi melakukan tindakan krimi
nalitas dimasa mendatang.

Dan Jwam Malilk pun menegaskan bahwa penjerahan be-
serta penggishosan adalah uatuk membuat manusia tidsk ber
buat tindakan kriminalitas. Dan pelaxu tiadak picana jika
digisnosh harus setimpal dengan perbuatannya kepada kobdan
nya, nasun hal ini tidak mencegah adanya penjeraban, kare
na dia adalah dzaliu dan pendzalim leih berhak wntuk &i
jera,39

5T 1 b i d, hal. 459.

58 prof. Dr. Mahwud ‘Syalthut, Agidah dan  Syari'ah
Islam, Alih Bahasa Fachruddin HS, Bina Aksara, Jakarta,
1985, hal. 18.

39 Abdur Qodir Audah, At-Tasriiul Jina'i 4l-Islami
Juz II, Cet. Xe Lima, 1963, h3l. 260. o
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Artinya : " Telah menceritakan kepada saya Qutaibah bin Sa
id, telah menceritakan kepada kami Al-lLaits -
hadite yang cdiriwayatkan dari Ibnu Ajlan dari
Amer ibnu Sualb dari ayahnya dari kakeknya ber
nama Abdullah bin amer bin ash dari Kasulullah
S4W. bahwasanya beliau ditanya tentang buah -
buah yang masih berada ¢i pohon maka beliau
( Nabi ) bersabda : Barang siapa yaing berperka
ra dengan apa yang ada padanya ( buah yang ma-
aih di pehon itu ) karena adanya satu Kkeperlu
an yang mendadak, maka tidak mengap: bagiaya
( tidak terkena hukum ). Dan barang siapa yang
keluar dengan satu keperluan untuk wmengambil
buah tamar itu, maka baginya terkena denda se-
besar yang la ambil sebagai hukusan, Dan barang
elapa yang mencuri dari sebagian bduah tamar i-
tu pacahal " Buab itu berada ditempat jemuran
( menurut sbu Daud yang dimaksud ini adalah bu
ah yang kering ), maka bdaginy: dikenakan denda
seharga buah yang sudaih dipetik dari pohonnya,
dan baginya dikemakan hukus potong tangan.

( Dan barang supi mencurl yang tidak seperti

diatas tadi maka baginya hanya dikenakan sebe-

sar buabh yang dicurinya sebagal akibat perbua-
tannya *,(H.R.ibu Daud).

42 supan sou Daud,Juz II, Op. Cit, hal. 449.
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A. Hanafi Ha, berpendapat, hukum ta'sgir 1alah huku
man yang dijatuhkan atas Jarisab -~ jarimah yang tidak di-
Jasuni hukuman yang telah ditentukan olebh hukum syari'at
yaitu jarimah - jarimah budud dan diqishosh diad, hukumap
hukusan tersebut banyak jumlahnya, yang dimulai dari huku
man yarg palisg ringan saapal hukuman yang terberat. Ha-
kim diberi wewenang untuk memiiih diantara hukuman-huku -
man tersebut, hukumin yang sesual dengan keadaan Jarisah
serta diri pembuatnya.40

Menurut H.Moh. 4dnwar, hukus ta'sir ialah  hukuman
bagi orang yang berbuat Kejahatan yang tidak mencukupi da
ri pada syaratesyarat untuk di had ( dihukun ) atau kafa-
rat diad ( denda ).41

Jadi hukum ta'zir ini oleh JIalam ciserahkan sepe-

nuhnya kepada Hakim lslam, akan tetapi dengan memperhati-
kan kepada hukum-hukua pidana yang sudab positif.

Dari batasan -~ batasan tersebut di atas dapatlah
dimengerti betapa berat tanggung jawad seorany Hakic da-~
lam mengadili perkara. Terutama terhadap perkara -perkara
yang dianggap tabu hukux dituntut untuk lebih cermat dae
lam memgadili perkara agar setiap keputusan yang dijatun~
kan bepar - benar memsnubl rasa keadidaa dan kebenaran.

‘Dalam hal bhukumin ta’sir ini ada sebuab hadie yang
diriwayatkar oleh Qutaibah bin Sald yang berbunyi :

gk o ORms oyl oo S Wi e [ A8
18 gy e A S L 8IS 0o L A s U

TSR WA P el S e S AN b s s e a8 e

40 .. Hanmafi M4, Amas
Xedua, Bulan Bintang, Jak

' . Moh. anwar, gg_,_g__t_. hal. 179.

a,Cet,
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Menurut Ibnu faimiyah, penguasa harus mengindahkan
sanksi yang dapat mencegah adanya tindak pidana, tentu sa
Ja penguaca itu menentukan perundangan yang lebih dapat
mencegah adanya tindak kejahatan. Dan lebih mendapat per-
hatian masyarakat.

Kenapa Allah tidak mengenashkan ukuran sanksi 9 Ka

rena

1. Allah tidak mengabaikan pekerjaan manusia dan Nabi sen
diri telab menjelaskan se;ala kebutuhan hukum  berupa
Al=Qur-an dan Sunnahnya.

2. Karena tindak pidana adalali banyak tigda batisaya Jadi
manueia i1tu harus menemukan ukuran sanksi menurut keja
dian yang timbul.43

An-Nawawl merumuskan bukua ta’zir sebagail ; D1 hu-
kum seseorang pada setiap maksiat ticak ada kafaratunya,de
ngan hukuman kurungan atau put dengau penukulan atau pe -
namparan ataupun teguran dan berijtihad mengenai Jenisnya
dan kadarnya, pada hukuman dera, wajip kurang dari 20 pa-
da hambi dan kurang dari 40 pada orang merdéka, hukuman
ta'zir tidak tergantung kepada diberikan maaf ataupun ti-
dak oleh orang yang berkenaan., Ar-Rabman mengemukakan bah
wa maksimal pukuman tatzir ad:lah tiga pulub sembilan de-
raan, sedangkan menurut Abu Yusuf, maksimal tuju puluh 1i
ma kali pukulan. '

Ar-Rahman yang mensyarah Multagal abhur, mengemuka -
kan, bahwa hukuman yang dikenakan dengan hukuman ta'gir
adalah delik-delik penghinaan, seperti menuduh orang
yang dimiliki atau kafir dengan perzinaan atau wmenuduh
seorang muslim dengan fasik atau kafir memgatakan kepa-
da seseorang hai busuk ( Chabits ), hai pencuri,hai pen

Jahat, hai munafik, hai homo seks, hai orang yang bemma
in dengan anak-anak ( homo seks ), hai pemakan riba,hai

43 Imam Muhammad Abu Zahrah, .a&-Jar%g tu wig '%gn—
atu Fil Fia%l I8lami, Penerbit bar ri,arabi, ’
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penghianaty pelacur, anak pengahat. gindiq, penjual -~
istri atau keluarga (qurtiban), hai haram Jadah.44
Kemudian menurut H, Moh. Anwar, perbuatan yang da-
pat menjatuhkan ta'szir, diantaranya lalah :

1. Pencuri barang kurang dari se nishad hukum potong ta-
ngan atau mencurinya bukan dari teampat penyimpanganya
yaug biasa.

2. Menggauli wanita lain bukan dengan menzinainya, seper-
ti dengan menciumnya, bdersami-sama tidur, memaki-~ maki
orang lain tanpa kemaslaban atau kesalahan dan sebagai

nya.
3. Bersakal palsu,

4, Membunuh orang yang menzinai 1atr1nya.45

Sedangkan ta'zir itu berlaku untuk kejihatan-keja-
hatan yang tidak ditentukan hukuman yang tegas dalam
syari'at dan juga untuk kejahatan yang dituliskan hu-
kumnya, tetapli syarat pelaksamnaan hukuuan itu  tidak
cukup. Umpamanya persinaan atau tujuar yang tidak mem-
punyal empat saksl atau ada keterangan-keterangan une-
tuk mencurigai orang itu berbuat zinaz, mencuri dan se-
bagainya, atau ada tindakan pembunuhan tetapi gagal -
dan lain sebagainya.46

Hukumin ta'zir terjidi dengan pukulan yang  tidak
sampal membikin kesakitan, atau dengan tamparan memakai -
telapak tangan atau dengan menahan, sehingga dari shalat
Jum'at, atau menjumpal dengan ucapan, atau pengasingan a-
tau dipecat dari kedudukanny: dan lain sebagainya yang me
nurut peata'zir adalah se jenis dan seukur keadaannya.47

Uengan dewmlkian telah ditstapkan bahwa Kholiftah
Umar bin Xhoththob melakukan hukumain ta'zir dan hukuman

44 pr. Haliman SH, Op. Cit, hal. 461 - 462.
4 4, Moh. inwar, Op, Cit, hal. 181.
46 Prof., Dr. Syekh Mahmud Syalthut, Lec, Cit.

47T gyaikh sainuddin bin abdul Aziz Al-Malibary, o-

leh Drs. aliy Aa'ad,,l%thul Mu'in, Jilid 3, Penerbit Mua-
ra Kudus, 1979. hal. . .
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yang bersifat edukatif, yaitu dengan mencukur gundul kepa
la, mengasingkan dan memukul. Sebagaimana beliau pun mem-
bakar warung -~ walubg penjual khamer. Pan beliau juga mem.
bakar geduny Satad bin Waggash di Kufah, karena dia sela-
lu menutupnya tidak aemperkenankan rikyat memasukinya.

Kemudlian bDelliu membuat camouk yang kKhusus bduat me
mukul orang yang berhak mendapatkan hukuman cambuk, membu
gt penjara dap beliau memukul wanita yang menangiei kema-
tian keluarganya sampai rambutnya kelihatan.48

Dari paparan terse¢but di atas dapat cisimpulkan
bahwa hukuman ta'zir itu, dikuasakan seperluaya kepada se
orang Hakim, Dan Hakim boleh menetapkan macat - macam hu-
kuman menurut kepentingan kemaslahatan. Karena hukum ini
dapat berutah menurut waktu, tempat din suasana, sesual -
denfan tuntutan kemaslahatan,

akan tetapl dari pemdapat para ahll hukvm Islam
terdebut di atae, diperhatlikan fecara seksamra balk nmenge-
nal micam - macam hukuman waupun perbuatan - perbuatan -
yang dapat digolongkan ke dilam tindakan yang dapat dike-
nakan hukwoan ta'gir, maka ha) ini Ranya tertuju pada fi-
hak selain Hakim, sebal Hakim dalam bukum ini diberi ke
#erdekaan penuh untuk menentukan keadilan din kebenaran -
bagli pencarl keacilan. Padabkal retiap perbuatan, tingkaib -~
laku, sikap dan atau ucapan ying dapat merendahkan dan
merongrong kewibawian, martabat dan kehormatan badan Pera
dilan, dapat Jjuga dilakukar para fihik yang berperkara di
Pengadilan, termasuk jusa halnya Hakim.

Hal di atas vila aoihubungkan dengan keumuman ayat
4l=Qur-an sebagal berikut pada halaman berikutaya :

48 zayyid Syaviq, Fi%huﬂ Sumnah, Juz 10, Cet.ke II
Penerhit Darul Pikri, bBairut, 1%su, . 498,
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Artinya :" Hal orang-orang yang beriman, janganlah suatu
kaum mengolok-olokkan kaum yang lain (karena )
boleh jadi mereka ( yang diolok-olokkan) lebih
baik dari mereka ( yang mengolok-olokkan) dan
Jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan)wa
nita-wanita lain ( karena ) boleh jadi wanita-
wanita ( yang diperolok-olokkan ) lebih  baik
dari wanita % yang mengolok-olokkan ) W, 49

Menurut Prof. Dr. Hamka : Ayat ini menjadi peringat
an dan nasehat sopan santun dalam pergaulan hidup kepa
da kaum beriman. Itu pula sebabnya maka dipangkal ayat
orang-orang yang beriman juga yang diseru : Janganlah
suatu kaum mengolok-olckkan kaum yang lain. Mengolok -
olkkan, mengejek, menghina, merendahkan dan seumpama -
nya. Janganlah semvanya itu terjadi dalam kalangan
orang yang beriman; boleh jadi mereka yang diolok-olhkk
kan itu lebih baik dari mereka ( yang mengolok-olokkan)
Inilah peringatan yang halus dan tepat sekali dari Tu-
han. Mengolok-olokkan, mengejek dan menghina tidak lah
layak dilakukan kalau orang merasa dirinya orang yang
beriman.50

Dari pernyataan di atas, bahwa olok-olokan, ejekan

dan hinaan dapat juga terjadi di Pengadilan yang dikenal
dengan contempt of court dalam penerapan lebih luas,

Sebad seperti yang diuraikar di muka bahwa Ali bin
Abi Tholib pernah memecat Abul Aswacd sebagai Hakim karena
ucapannya terlalu tinggi terhadap fihak-fihak berperkara.
Dan larangan Nabi SAW. Hakim tidak boleh mengacdili perka-
ra dalam keadaan marah. Sebab dalam keidaan marah para
fihak bisa saja mengeluarkan kata-kata yang bersifat me-

49 Departemen Agawma RI, Al-Qur-an dan Terjema A,
Proyek Pengadaan Kitab Suci Al~-Qur-an, 3akar¥a,1371, %ai.

847.
. 20 prof. Dr, Hamka, Tafsir al-aghar,Juz XXV-XXVI,
Penerbit Yayasan Latimojong, Surabaya, 1981, hal. 235.
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mengejek, mengolok-olok dan menghini terbadap yang lainm.

Dari ungkapan tersebut di itas difahamkan bahkwa se
tiap perbuatan, tingkah laku, sikap dan / atau ucapan
Yang bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis mau-
pun tidak tertulis dapat dikenakan sanksi hukuman. Yang
tertulls Hakim tinggal menerapkan sebagaimana yang ada da
lam ketentuan itu sedangkan yang tidak tertulis menurut
kebijaksanaan Hakim. ‘

Dalam pada itu uriaian hukum Ielam tersebut di atas
dapat dikatakan bahwa para fihak yang berperkara di Penga
dilan dapat welakukan contempi o1 court. walaupun sankei-
nys tidak harus seperti tindakan Ali bin aAbi Tholid bisa
Juga dalygm beniux yarg lain.



